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Kota Sawahlunto yang terletak di Propins Sumatera Barat memiliki potensi tambang batu bara terbesar,
sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan sejumlah pihak untuk melakukan penambangan liar, guna
mendapatkan keuntungan pribadi semata. Adanya kondisi tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara,
kerusakan lingkungan dan potensi terjadinya kecelakaan. Atas dasar inilah maka penulis menggambarkan
aktivitas penambangan liar di Kota Sawahlunto, proses penegakan hukum yang dilakukan Satuan Reskrim
Poires Sawahlunto dan faktor yang mempengaruhinya.

Dalam penulisan skripsi ini maka digunakan Teori Manajemen Operasional Rutin, Teori SWOT, Konsep
Faktor Penegakan Hukum, Konsep Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Konsep Pertambangan, dan
Konsep Penyidikan. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah secara kualitatif dengan metode
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui data primer (wawancara dan pengamatan) serta
data sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan reduksi data, sgjian data dan
kesimpulanfverifikasi. Penelitian dilakukan padatanggal 10 Juni 2009 sampai 20 Juli 20009.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa

a. Penambangan batu baratanpaijin mulai terjadi pada tahun 1998 lalu, akibat keterpurukan sistem
perekonomian nasional hingga menyebabkan masyarakat mencari penghasilan salah satunya dengan Cara
menambang batu bara secaraillegal. Hingga kini masyarakat menjadikan penambangan tersebut sebagai
profes tetapnya dibandingkan pekerjaan lainnya.

b. Secara keseluruhan proses penegakan hukum yang dilakukan Dish Satuan Reskrim Poires Sawahlunto
melalui kegiatan penyidikan. Namun kondisi tersebut tidak didukung dengan adanya sosialisasi terhadap
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tabun 2009 Tentang Minerba,. Sampai saat ini penyidik
masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1967, yang mana sanksi pidananya lebih ringan.
c. Faktor yang mempengaruhi secarainternal terdiri atas jumlah personil yang masih sedikit, kemampuan
personil, dan sarana yang jumlahnya tidak mendukung pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor eksternal
adalah belum adanya sosialisas terhadap aturan hukum yang berlaku, berjaiannya koordinasi dengan Dinas
Pertambangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta peran Pemerintah Kota Sawahlunto melalui
penyaluran bantuan kredit yang dikhususkan bagi para penambang.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah penambangan batu barn tanpaijin terjadi akibat keinginan
dari masyarakat untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya proses
penegakan hukum yang dilakukan sudah berjalan sesuai prosedur, namun tidak menerapkan aturan hukum
yang baru. Disini terdapat adanya sejumlah faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi kegiatan
penyidikan tersebuit.
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